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Abstract  

This Community Service (PKM) initiative in Muara Badak Ulu-Kutai Kartanegara, seeks to enhance MSME's 

understanding and knowledge of the taxing aspects of their economic activities. The socialization of taxing aspects 

for MSMEs will be able to improve the quality of human resources, encouraging them to pay greater attention to 

and meet their tax obligations. Good bookkeeping and paperwork are used for calculating tax responsibilities, 

and also make it easier for MSMEs to access financial resources (banking and government). MSMEs will 

eventually flourish and contribute more to Muara Badak Ulu-Kutai Kartanegara's growth and prosperity as a 

result of this tax obligation. 

Keywords: community service, tax obligation, micro small and medium enterprises (MSME) 

Abstrak 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

para pelaku UMKM di Desa Muara Badak Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan dengan aspek perpajakan 

atas kegiatan usaha yang mereka jalankan. Kegiatan sosialisasi aspek perpajakan untuk UMKM ini diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM sehingga mendorong mereka untuk lebih 

memperhatikan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan ini dimulai dengan adanya 

pembukuan dan pencatatan yang baik yang menjadi dasar dalam perhitungan kewajiban perpajakan, yang 

sekaligus juga membuat UMKM memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh fasilitas permodalan 

(perbankan dan pemerintah) yang pada akhirnya akan membuat UMKM semakin maju dan memberikan kontribusi 

yang semakin besar untuk pertumbuhan ekonomi demi kemajuan dan kemakmuran Desa Muara Badak Ulu, 

Kabupaten Kutai Kartanegara.  

Kata kunci: pengabdian kepada masyarakat, kewajiban perpajakan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

© 2022 Jurnal Pustaka Mitra

1. Pendahuluan  

Di Indonesia UMKM diatur berdasarkan Undang-

undang No. 20/2008. Adapun yang dimaksud dengan 

UMKM dalam undang-undang tersebut adalah: 

“perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh 

seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang 

dengan jumlah kekayaan dan pendapatan 

tertentu.”[1],[2] 

Jumlah kekayaan (tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha) serta pendapatan/omset tertentu yang 

dimaksud tersebut dijabarkan berupa kategori skala 

usaha seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Kategori UMKM (Rp) 

Skala  Kekayaan  Omset Per Tahun 

Mikro  Maks. 50 juta Maks. 300 juta 

Kecil  > 50juta s/d 500 
juta 

> 300 juta s/d 2,5 
milyar 

Menengah  > 500 juta s/d 10 
milyar 

> 2,5 milyar s/d 50 
milyar 

  

Vol. 2. No. 3 (2022) 165-169          E ISSN : 2808-2885 

mailto:agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id


Agus Iwan Kesuma 

Jurnal Pustaka Mitra                                                                                              Vol . 2 No. 3 (2022) 165 – 169  

 

Submitted : 27-07-2022 | Reviewed : 24-08-2022 | Accepted : 29-08-2022 

166 

Sumber: UU No. 20/2008, diolah 2022 

 

Walaupun perkembangan UMKM di Indonesia terus 

meningkat, akan tetapi pelaku UMKM seringkali 

menghadapi persoalan klasik yaitu akses 

pendanaan.[3]–[7] Hanya sebagian kecil UMKM 

yang mendapatkan pembiayaan perbankan. Menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM 

menyumbang sekitar 60% dari PDB (PDB) nasional. 

Namun jika dihitung dengan statistik perbankan, 

kredit UMKM hanya sekitar 20% dari seluruh total 

kredit perbankan. Menurut data Asosiasi Fintech 

Pendanaan Bersama Indonesia, mayoritas UMKM 

lokal masih kekurangan akses pembiayaan (AFPI). 

Dari total kurang lebih sekitar 60 juta UMKM, 46,6 

juta atau 77,6 persen diantaranya belum atau bahkan 

tidak memiliki akses ke kredit perbankan, fintech 

maupu lembaga keuangan lainnya.[8],[9] Hal ini 

disebabkan karena kurangnya kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh UMKM tentang literasi 

keuangan dan pembiayaan UMKM. Hal ini 

mempunyai hubungan yang sangat erat juga dengan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh UMKM, 

karena untuk bisa mengakses sumber pendanaan, 

maka UMKM harus menjalankan 

pembukuan/pencatatan usahanya dengan baik 

sebagai dasar menjalankan kewajiban perpajakannya 

dengan tertib.[10]–[12] Sehingga pengetahuan 

tentang akuntansi dan pajak menjadi sangatlah 

penting, karena apabila hal ini dijalankan maka 

UMKM akan bisa memanfaatkan akses 

pedanaan/permodalan terutama dari pihak perbankan 

maupun lembaga keuangan lainnya. 

 

Secara kategori skala usaha, semua pelaku UMKM di 

Desa Muara Badak Ulu merupakan UMKM yang 

termasuk dalam skala mikro dan kecil, tidak ada 

UMKM yang masuk dalam skala menengah, hal ini 

juga bisa dimaklumi karena Desa Muara Badak Ulu 

baru dikembangkan pada tahun 2018, sehingga bisa 

dikatakan sebagai desa yang tergolong masih sangat 

muda. Pelaku UMKM di Desa Muara Badak Ulu 

Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain bergerak di 

bidang usaha Bandeng Presto, Terasi/Petis dan juga 

Amplang yang bahan bakunya dari produk perikanan, 

hal ini sesuai dengan Tipologi Desa Muara Badak Ulu 

yang merupakan desa yang terletak di daerah pesisir 

Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana penduduknya 

sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai nelayan. 

Keterkaitan Tipologi desa dan jenis UMKM di Desa 

Muara Badak Ulu ini sangat selaras, sehingga 

pertumbuhan dan perkembangannya sangat potensial, 

apalagi jika ditunjang dengan pemetaan potensi desa 

yang baik.[13],[14] Hanya saja, jangan sampai 

lonjakan keberadaan UMKM tidak seiring dengan 

kesadaran pelaku UMKM untuk membayar 

pajak.[15] Sehingga sangat disayangkan jika pelaku 

UMKM masih kurang paham tentang pajak sehingga 

melalaikan kewajiban perpajakannya. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang 

Sosialisasi Aspek Perpajakan UMKM di Desa Muara 

Badak Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara ini 

dianggap perlu untuk dilakukan, dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki UMKM tentang pentingnya menjalankan 

kewajiban perpajakannya. 

2. Metode Pengabdian Masyarakat 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini 

dilakukan dengan pendekatan sosialisasi kepada para 

pelaku UMKM yang ada di Desa Muara Badak Ulu, 

Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara garis besar, 

kegiatan PKM ini dilakukan dalam dua tahapan, 

sebagaimana dijabarkan dalam bentuk tabel berikut 

ini:  

 
Tabel 2. Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Tahap Definisi Rincian 

Persiapan Langkah dan aksi 

yang dilakukan 
sebagai bagian atau 

bentuk perencanaan 

agar kegiatan 
pengabdian kepada 

masyarakat dapat 

berjalan dengan 
lancar. 

1. Persiapan surat 

tugas dan surat 
perintah 

perjalanan dinas 

dari pimpinan 
universitas / 

fakultas. 

2. Pembuatan bahan 
sosialisasi dan 

persiapan 

peralatan. 
3. Konfirmasi 

jadwal, lokasi dan 
peserta kegiatan. 

 

Pelaksanaan Langkah dan aksi 
yang dilakukan saat 

dilakukannya 

kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 

1. Pembukaan 
(Sambutan dan 

Perkenalan). 

2. Penyajian materi 
sosialisasi aspek 

perpajakan 

UMKM. 
3. Diskusi dan tanya 

jawab. 

4. Penutup 
(Dokumentasi dan 

administrasi 

kegiatan). 

Sumber: Data diolah, 2022 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialiasi aspek 

perpajakan UMKM yang dilaksanakan di Desa Muara 

badak Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi 

dalam dua sesi, yaitu sesi pertama tentang penjelasan 

dasar hukum dan perkembangan aturan perpajakan 

UMKM, sedangkan di sesi yang kedua, materi yang 

disampaikan tentang aspek kewajiban perpajakan 

UMKM yang terdiri atas aspek kewajiban 

mendaftarkan diri, aspek perhitungan pajak terutang, 

aspek pembayaran pajak dan aspek pelaporan pajak. 

3.1. Perkembangan aturan pajak tentang UMKM. 

Pada tanggal 12 Juni 2013, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah No. 46/2013 tentang Pajak 
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Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang 

Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu. Menurut Peraturan 

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM adalah 

pajak atas penghasilan (omzet) dari usaha yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak. PPh Final 

khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki 

peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar 

dalam setahun. Tarif yang diberlakukan adalah 

sebesar 1% secara Final, yang artinya di kenakan atas 

penghasilan bruto, tanpa memperhitungkan tingkat 

biaya.[16]–[18] 

Kemudian Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah 

mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai 

tarif baru PPh Final UMKM.[19] Tarif PPh Final 

yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas 

menjadi hanya 0,5%.[20] PP No.23/2018 ini untuk 

menggantikan PP No. 46/2013 yang dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi.  

  

Pada tahun 2021, Indonesia melakukan reformasi 

perpajakan dengan mengeluarkan UU No.7/2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam 

UU HPP No 7 Tahun 2021, tentang perubahan pada 

UU PPh, Pasal 9 ayat (2) huruf a, disebutkan WP 

orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e 

tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran 

bruto sampai dengan Rp 500.000.000 (Lima ratus juta 

rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, dengan ketentuan 

sebagai berikut: (1). Wajib Pajak Orang Pribadi bisa 

menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 

7 tahun. (2). Untuk WP Badan seperti Koperasi, 

Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma hanya bisa 

menikmati tarif PPh Final 0,5% dalam jangka waktu 

4 tahun. (3). Sedangkan untuk WP Perseroan Terbatas 

(PT), hanya bisa menikmati tarif PPh Final 0,5% 

dalam jangka waktu 3 tahun[21],[22]. 

3.2. Aspek Perpajakan UMKM 

Aspek kewajiban mendaftarkan diri. 

Hal pertama yang harus dimiliki pelaku UMKM 

untuk dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan 

adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk 

mendapatkan NPWP maka pelaku UMKM harus 

mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak 

terdekat atau bisa juga menghubungi Account 

Refresentatif (AR) yang bertugas diwilayah tersebut, 

disamping itu kewajiban mendaftarkan diri juga bisa 

dilakukan secara online melalui laman resmi 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Aspek menghitung pajak. 

Pada dasarnya semua transaksi penjualan per bulan 

harus dijumlahkan terlebih dahulu dan dikalikan tarif 

0,5%. Pada tanggal 15 bulan berikutnya, pelaku 

UMKM harus membayar PPh Final tersebut ke kas 

negara. Contoh sederhana perhitungannya adalah 

sebagai berikut: Tuan   Agus   sebagai   WP   Orang   

Pribadi memiliki omzet usaha per bulan sebesar 

Rp60.000.000 di bulan Agustus 2018. Maka pada 

tanggal 15 September 2018, Tuan Agus wajib 

menyetorkan PPh Final terutang sebesar Rp300.000 

(Rp60.000.000 x 0,5%) Lantas jika mengalami 

kerugian bagaimana? DJP memberi keringanan 

terhadap pelaku UMKM yang tidak memiliki omzet 

usaha atau mengalami kerugian dengan tidak 

mewajibkan WP tersebut untuk menyetor atau 

membayar PPh Final kepada Kas Negara. Dalam UU 

No.7/2021 juga bahkan mengatur, jika omzet 

dibawah Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) 

dalam kurun waktu satu tahun, maka tidak perlu 

membayar pajak 

Aspek pembayaran pajak. 

Sebelum melakukan pembayaran pajak, UMKM 

sebagai subjek Wajib Pajak harus mempunyai kode 

pembayaran faktur pajak dari aplikasi e-billing yang 

tersedia di laman web resmi Direktorat Jendral Pajak 

(DJP). Setelah memiliki kode pembayaran, maka 

pembayaran bisa langsung dilakukan melalui kantor 

pos atau bank yang ditunjuk langsung oleh 

Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan di jaman 

serba digital seperti sekarang ini, UMKM bisa 

membayar pajaknya melalui ATM, Internet banking, 

dan Mobile Banking sesuai dengan bank yang 

ditunjuk oleh Kemenkeu. Setelah pembayaran selesai 

dilakukan, maka WP UMKM akan mendapatkan 

bukti bayar pajak atau NTPN (Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara). 

Aspek pelaporan pajak. 

Pelaporan pajak dilakukan setelah melakukan 

pembayaran pajak, karena pajaknya bersifat final, 

maka pelaku UMKM tidak perlu lagi melapor melalui 

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Hal ini 

dikarenakan tanggal validasi Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara yang termuat pada Surat Setoran 

Pajak PPh Final tersebut dianggap sebagai tanggal 

telah lapor SPT Masa oleh DJP. 

3.3. Dokumentasi kegiatan PKM 

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan PKM 

Sosialisasi Aspek Perpajakan UMKM yang 

dilaksanakan di Desa Muara Badak Ulu, Kabupaten 

Kutai Kartanegara pada tanggal 7-8 Juni 2022.  

 
Gambar 1. Suasana Sosialisasi Aspek Perpajakan UMKM 
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Gambar 2. Dokumentasi bersama perangkat desa 

4.  Kesimpulan 

Dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PKM) tentang Sosialisasi Aspek 

Perpajakan yang dilakukan di Desa Muara Badak Ulu 

Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi ini sangat 

membantu para pelaku UMKM untuk lebih 

memahami tentang pajak sehingga pada akhirnya 

diharapkan mampu mendorong mereka untuk 

menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih 

baik. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kualitas 

sumber daya manusia pelaku UMKM sehingga 

mendorong mereka untuk lebih memperhatikan dan 

menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban 

perpajakan ini dimulai dengan adanya pembukuan 

dan pencatatan yang baik yang menjadi dasar dalam 

perhitungan kewajiban perpajakan, yang sekaligus 

juga membuat UMKM memiliki akses yang lebih 

mudah untuk memperoleh fasilitas permodalan 

(perbankan dan pemerintah) yang pada akhirnya akan 

membuat UMKM semakin maju dan memberikan 

kontribusi yang semakin besar untuk pertumbuhan 

ekonomi demi kemajuan dan kemakmuran Desa 

Muara Badak Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.  
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